WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 2.. TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG SATU DATA LUBUK LINGGAU

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik
yang berkualitas dan tepercaya, sistem pemerintahan
berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang
terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan
publik yang berkinerja tinggi, serta penguatan aspek
keamanan siber dan keamanan informasi, perlu
melakukan percepatan transformasi digital;

bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2020
tentang Satu Data Lubuk Linggau tidak sesuai lagi
dengan perkembangan hukum dan Peraturan
Perundang-undangan sehingga perlu dilakukan
perubahan;

bahwa Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor KEP. 68/M.PPN/HK/08/2024 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu
Data Indonesia perlu ditindaklanjuti dan menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan Satu Data Lubuk

Linggau;

d. bahwa



Mengingat

=

a

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2020
tentang Satu Data Lubuk Linggau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3683);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang



10.

2

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 71353);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan
Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

13. Peraturan



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019
tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1270);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk
Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN
2020 TENTANG SATU DATA LUBUK LINGGAU.

Pasal



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 38
Tahun 2020 tentang Satu Data Lubuk Linggau (Berita Daerah
Kota Lubuk Linggau Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9

Penyelenggara Satu Data Lubuk Linggau, terdiri dari:
a. pembina data daerah;
b. walidata daerah;
c. walidata pendukung; dan
d. produsen data
Pasal 10 dihapus.
Pasal 11 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Pembina Data Daerah terdiri atas:
a. Pembina Data Statistik adalah Badan Pusat
Statistik Kota untuk Data Statistik Kota; dan
b. Pembina Data  Spasial adalah Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota
sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah
Derah dalam Jaringan Informasi Geospasial
Nasional.
(2) Pembina Data mempunyai tugas:
a. memberikan rekomendasi dalam = proses
perencanaan pengumpulan data; dan
b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu
Data Lubuk Linggau sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan



Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

(1) Walidata Daerah adalah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota.

(2) Walidata Daerah mempunyai tugas:

a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan
oleh produsen data Lubuk Linggau sesuai
dengan prinsip Satu Data Lubuk Linggau;

b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal
Satu Data Lubuk Linggau;

c. membantu Pembina Data Lubuk Linggau dalam
membina Produsen Data.

(3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang
merupakan Perangkat Daerah di Pemerintah Kota,
sesuai penugasan Wali Kota.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah dan
Walidata Pendukung berkomunikasi dan
berkoordinasi melalui Forum Satu Data.

(2) Forum Satu Data Kota dikoordinasikan oleh kepala
badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan daerah Kota.

(3) Forum Satu Data Kota terdiri atas:

a. Pembina Data Daerah;
b. Walidata Daerah; dan
c. Walidata pendukung.

(4) Forum



(4)

&)

Forum Satu Data Kota dalam pelaksanaan
tugasnya dapat menyertakan Produsen Data
dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain
pemerintah.

Forum Satu Data Kota berkomunikasi dan
berkoordinasi dalam rangka = menyelesaikan
permasalahan  terkait penyelenggaraan  Satu
DataLubuk Linggau.

Forum Satu Data Kota melaksanakan pertemuan
koordinasi secara  berkala dalam = rangka
melaksanakan tugasnya.

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul
dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat
pengambilan kesepakatan, coordinator Forum Satu

Data Kota meminta arahan Wali Kota.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Lubuk Linggau terdiri atas:

a.

b
o
d

perencanaan data;
pengumpulan data;
pemeriksaan data; dan

penyebarluasan data

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data
berupa penentuan daftar data yang akan
dikumpulkan di tahun selanjutnya.

Dalam menyusun daftar data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah
mengacu pada daftar data yang telah ditentukan
Pemerintah Pusat.

9. Ketentuan



10.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(4)

Pasal 21

Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data

Lubuk Linggau dituangkan dalam rencana aksi Satu

Data Lubuk Linggau.

Rencana aksi Satu Data Lubuk Linggau dapat

mencakup:

a. pengembangan sumber daya manusia yang
kompeten;

b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu
Data Lubuk Linggau;

c. kegiatan terkait pengumpulan Data;

d. kegiatan terkait pemeriksaan dan pengolahan
Data;

e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan

f.  kegiatan lain yang mendukung tercapainya
Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data
Lubuk Linggau.

Rencana aksi Satu Data Lubuk Linggau diusulkan

dan disepakati dalam Forum Satu Data.

Koordinator = Forum  Satu Data memantau

pencapaian rencana aksi Satu Data Lubuk Linggau

dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 22

Produsen Data melakukan pengumpulan Data

sesuai dengan:
a. Standar Data;

b. daftar data yang telah ditentukan dalam
Forum Satu Data; dan

c. jadwal



11,

12.
13.
14.
15.

c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data
disertai dengan Metadata.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

(1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data
diperiksa kesesuiannya dengan prinsip Satu Data
Lubuk Linggau oleh Walidata Daerah.

(2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh
Pembina Data Daerah.

(3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh
Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu
Data Lubuk Linggau, Pembina Data Daerah
mengembalikan Data tersebut kepada Walidata
Daerah.

(4) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan
Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Produsen Data.

(5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2).

Pasal 26 dihapus.
Pasal 27 dihapus.
Pasal 32 dihapus.
Pasal 34 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

agar



= 1=

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 4 Mei 20at

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

CHMA AYAT
Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal AMei s0se

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

-

4-

TRISK@ DHFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026 NOMOR .8



